
dan merangsek naik ke posisi

12. Sementara Bhayangkara

FC masih terjerembab di po-

sisi buncit klasemen dengan

15 poin. "Bagi kami ini adalah

pertandingan yang sangat

penting karena kami datang

dengan hasil imbang di kan-

dang. Jadi ini tiga poin yang

sangat penting, " kata Risto

Vidakovic, Pelatih PSS usai la-

ga.

Menurutnya, pemain sa-

ngat serius dalam pertanding-

an dan ia sangat senang meli-

hat hal tersebut. Pemain mela-

kukan pekerjaan mereka de-

ngan sempurna terutama keti-

ka bertahan, dengan bola. "Di

awal sedikit sulit untuk kami

bermain karena percaya diri

yang belum tinggi tapi dalam

beberapa menit kami menca-

pai titik terbaik dan saya pikir

kami layak menang hari ini,"

kata Risto.

Ia pun mengapresiasi Ajak

Riak yang mencetak gol per-

dananya bagi PSS. Penantian

panjangnya untuk mencetak

gol, akhirnya mendapatkan

titik temu. "Gol dari Ajak bagi

saya, kami semua mensele-

brasi itu karena gol itu sangat

penting untuk kita," tambah

Risto.                                (Yud)-f

Kuasa Hukum Panji Gumilang

mengaku sedang menyiap-

kan pembelaan atau pledoi

untuk pelaksanaan sidang lan-

jutan di PN Indramayu pekan

depan. "Tadi sudah jelas.

Nanti kami memberikan tang-

gapan yang dijelaskan di ple-

doi pada satu pekan ke de-

pan," katanya.

Sementara Juru Bicara PN

Indramayu Yanto Arianto me-

mastikan pelaksanaan sidang

kali ini berjalan lancar dan ti-

dak mengalami kendala

apapun. Sehingga JPU dapat

menyampaikan tuntutan ter-

hadap Panji Gumilang yang

menjadi terdakwa kasus pen-

odaan agama.

Yanto menambahkan si-

dang lanjutan akan segera di-

lakukan dalam waktu dekat,

dengan agenda pembelaan

dari tim penasihat hukum ter-

dakwa. 

"Sidang yang akan datang

pembelaan dari penasihat

hukum terdakwa," ujarnya. 

(Ant/Has)-d

yang tinggal di DIY, 74 orang di antaranya

mengenyam bangku kuliah. Tapi, APK PT

ini dapat mengecoh. Proporsi ini tidak

hanya memasukkan warga asli DIY.

Untuk simulasi, kita anggap angka 9%

sebagai data 2022. Lulusan SMA di DIY

pada tahun tersebut sekitar 53.000. Arti-

nya, kurang dari 4.800 yang kuliah, dan si-

sanya, lebih dari 48.000 tidak melanjutkan

ke perguruan tinggi. Mereka memilih be-

kerja, berwirausaha, atau aktivitas lain. 

Kita bisa bertanya: Apakah mereka tidak

melanjutkan kuliah itu pilihan merdeka

atau dipaksa keadaan? Tidak ada infor-

masi spesifik soal ini, Meski patut diduga,

berkaitan masalah ekonomi. 

Karenanya, penulis sangat bersyukur,

ketika Selasa  (20/2) Dinas Dikpora DIY

meluncurkan beasiswa berkelanjutan un-

tuk pemuda DIY. Memang cacahnya

masih kecil, tetapi ini merupakan langkah

konkret yang perlu diapresiasi. Beasiswa

kuliah bisa diakses pemuda berusia 18-24

tahun. Besaran beasiswa adalah Rp 10 ju-

ta per tahun. Pada 2024 ini tersedia 150

paket. Cacah paket ini bertambah jika inisi-

atif serupa yang dilakukan kabupaten di-

masukkan. 

Kita bisa bayangkan dampak jangka

panjang jika masalah ini tidak diatasi.

Termasuk di antaranya adalah kemung-

kinan warga asli terpinggirkan dalam kom-

petisi untuk mendapatkan beragama ak-

ses, termasuk dalam bidang ekonomi dan

politik. Salah satu dampaknya lanjutannya

adalah ketimpangan sosial antara warga

asli dan warga pendatang. Ini

menakutkan. 

Jalan keluar permanen perlu dicari

bersama-sama. Program intervensi harus

menjadi gerakan kolektif. Perguruan tinggi

negeri dan swasta yang mampu dapat ter-

libat. UII, misalnya, mulai 2024, menge-

nalkan skema beasiswa afirmasi pembe-

basan uang kuliah untuk warga asli yang

tidak mampu. Untuk sementara tersedia

29 paket, satu orang per program studi

jenjang diploma dan sarjana. Maka perta-

nyaan banyak pimpinan PTS yang sering

dititipkan kepada penulis perlu juga disam-

paikan: Apakah mungkin sebagian dana

keistimewaan dialokasikan untuk mem-

perbesar cacah paket beasiswa?

Mari kita simulasikan untuk 1.000 paket

per tahun menggunakan standar Kartu

Indonesia Pintar Kuliah. Besar uang kuliah

tengahan per semester Rp 4 juta. Ini

artinya perguruan tinggi tetap harus

berkontribusi. Bantuan biaya hidup kluster

terendah Rp 800.000 per bulan. 

Untuk 1.000 paket, pada tahun pertama

dibutuhkan Rp 17,60 miliar. Pada tahun

keempat dan seterusnya Rp 70,40 miliar

untuk 4.000 penerima beasiswa aktif.

Bandingkan dengan dana keistimewaan

yang sebesar Rp 1,42 triliun. Sebanyak

Rp 1,07 triliun (75,37%) dialokasikan untuk

bidang kebudayaan. Kalau pendidikan

tinggi dianggap sebagai bagian penting

dari bidang ini, maka sudah sangat klop. 

(Penulis adalah Rektor UII dan Ketua

Aptisi DIY)-f
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orasi ketidakpuasan penyelenggaraan Pemilu

2024 yang dinilai banyak diwarnai kecurangan 

"Bawaslu sebagai instrumen demokrasi dini-

lai gagal menjalankan fungsinya secara opti-

mal. Bawaslu tak ubahnya sekadar tukang

stempel kepentingan rezim penguasa yang

telah mengatur sedemikian rupa Pemilu terse-

lenggara sesuai seleranya," tandas Koordinator

Lapangan Arya Yuda.

Disebutkan, berbagai preseden buruk yang

terjadi dalam Pemilu dinilai publik merupakan

buntut dari malpraktik kekuasaan rezim Joko

Widodo sejak meletus skandal keputusan

Mahkamah Konstitusi hingga KPU yang mem-

berikan karpet merah kepada sang putra

Presiden agar bisa menjadi salah satu kontes-

tan Pemilu Presiden.  "Kerupuk melempem

seperti barang yang sudah tidak berguna lagi,

kami berikan ke Bawaslu sebagai simbol sikap

yang lemah, permisif terhadap KPU," kata Arya.

Sementara Ketua Bawaslu DIY Mohammad

Najib yang menemui massa menyatakan  aspi-

rasi yang disampaikan masyarakat akan men-

jadi masukan. "Kami dengar dan tindaklanjuti,

menjadi vitamin bagi kami untuk memperbaiki

diri untuk terus mengawal Pemilu di DIY,"

katanya.

Najib menjelaskan di wilayah DIY, Bawaslu

pada awal pekan ini telah merekomendasikan

pada KPU DIY untuk menggelar pemungutan

suara ulang (PSU) serta pemungutan suara

lanjutan (PSL) di 17 titik Tempat Pemungutan

Suara atau TPS. "Penyebab PSU di antaranya

karena  ada pemilih dari luar daerah ikut men-

coblos padahal tidak tercatat  dalam daftar pe-

milih," ungkapnya. (Vin)-d

Fitri, lanjut Sri Mulyani, kenaikan harga

pangan lain seperti bawang putih,

cabai merah, daging ayam, dan telur

ayam juga turut perlu diwaspadai.

Hingga 21 Februari 2024, kenaikan

harga pangan juga dialami bawang

putih yang naik 1,9 persen. Cabai merah

tercatat mengalami kenaikan harga 17,0

persen, daging ayam naik 2,2 persen,

dan telur ayam juga naik 3,9 persen.

Untuk itu, saat ini Pemerintah terus

berupaya melakukan stabilisasi harga

pangan menyambut hari besar keaga-

maan ke depan. "Tentu ini menjadi

tantangan menjelang Idul Fitri, juga

puasa Ramadan, maka volatile food

harus bisa segera distabilkan. Agar

headline inflasi kita masih bisa terjaga

rendah pada saat inflasi dunia dan ne-

gara maju juga mengalami penurunan

(inflasi)," kata Menkeu.

Dalam kunjungan kerja di

Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan,

Presiden Joko Widodo menjelaskan

kepada masyarakat terkait penyebab

dampak kenaikan beras di sejumlah

pasar dalam negeri karena adanya

perubahan iklim hingga sebagian ne-

gara lain juga mengalami hal serupa.

"Kenapa harga beras naik? Karena

ada perubahan musim, ada El Nino,

dan itu dialami bukan hanya negara ki-

ta, tetapi juga negara lain mengalami

hal yang sama," ungkap Presiden.

Kepala Negara menekankan, pem-

berian bantuan pangan Cadangan

Beras Pemerintah (CBP) tahap perta-

ma kepada 1.000 warga Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) di Maros ini

juga merupakan bentuk perhatian

serius Pemerintah kepada masyara-

kat. Dengan pemberian beras 10

kg/bulan selama enam bulan ke de-

pan kepada KPM, diharapkan juga

mengurangi beban masyarakat di te-

ngah kenaikan harga beras di pasaran

dampak dari El Nino serta perubahan

iklim. (Ant/San)-d

ICW   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Sambungan hal 1

Nomor 1 tahun 2019, KPU sebagai badan

publik wajib memberikan respons paling

lambat tiga hari kerja.

Sebelumnya, anggota KPU RI Betty

Epsilon Idroos mengatakan pihaknya akan

mengevaluasi infrastruktur hingga sumber

daya manusia (SDM) petugas kelompok

penyelenggara pemungutan suara (KPPS),

terkait kesalahan data antara Form C hasil

yang diunggah ke Sirekap dengan data di

tempat pemungutan suara (TPS). 

"Sistem itu akan sangat tergantung bagi

manusianya, apa pun jenis sistem infor-

masi yang digunakan akan juga sangat

tergantung bagi penggunanya. Oleh kare-

na itu, ini menjadi bagian evaluasi KPU,"

katanya.

Betty mengatakan, pengunggahan data

yang dilakukan petugas KPPS di setiap

TPS memerlukan infrastruktur memadai,

seperti telepon genggam atau ponsel hing-

ga jaringan internet cepat. Pasalnya, data

Form C hasil tersebut harus difoto meng-

gunakan gawai setiap anggota KPPS.

Kemudian, foto tersebut dimasukkan ke

dalam situs Sirekap. Sirekap diketahui

menggunakan teknologi pengenalan tan-

da optis atau optical mark recognition

(OMR) dan pengenalan karakter optis atau

optical character recognition (OCR).

Teknologi itu memungkinkan untuk men-

genali pola tulisan manual dan dapat diter-

jemahkan sebagai nilai angka. Dengan

demikian, angka berupa tulisan dapat difo-

to langsung dikonversikan menjadi data

numerik di Sirekap.                   (Ant/Has)-d
JAKARTA(KR) - Meskipun masih ada

berbagai tantangan, Pemerintah terus
berupaya mewujudkan pencapaian target
penurunan kemiskinan tahun 2024. 

Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf
Amin selaku Ketua Tim Nasional Per-
cepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K) menggelar Rapat Tingkat
Menteri tentang Perkembangan Pelak-
sanaan Program Percepatan Penang-
gulangan Kemiskinan, di Istana Wapres,
Jakarta, Kamis (22/2).

Wapres mengungkapkan, dalam lima
tahun terakhir, Pemerintah telah melaku-
kan berbagai upaya penanggulangan ke-
miskinan. Di antaranya melalui perluasan
bantuan sosial, inovasi program pening-
katan pendapatan melalui kebijakan
pasar tenaga kerja, mobilisasi perlindung-
an sosial pada masa pandemi Covid-19,
serta mempertahankan angka kemiskin-
an agar tetap di bawah 10 persen. 

Dalam rapat yang dihadiri Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
Muhadjir Effendy ini, Wapres mene-
gaskan tiga strategi pokok untuk menca-
pai target penurunan angka kemiskinan
menjadi 7,5 persen dan kemiskinan ek-
strem menjadi nol persen di tahun 2024. 

"Yang pertama, agar kementerian/lem-
baga dan Pemerintah Daerah terus mem-
perbaiki pensasaran untuk menjangkau
keluarga miskin yang belum menerima
Program Bantuan Sosial maupun Jamin-
an Sosial, dengan merujuk pada Data
Pensasaran Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
yang terus dipadankan," perintahnya.  

Yang kedua, kata Wapres, terus lakukan
intervensi khusus untuk Program Bantuan
Sosial, Jaminan Sosial, dan pemberdayaan
ekonomi di wilayah kantong-kantong ke-
miskinan maupun wilayah dengan tingkat
kemiskinan tinggi seperti di Papua, Papua
Barat dan Nusa Tenggara Timur, serta
wilayah dengan jumlah penduduk miskin

tinggi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat,
dan Jawa Timur. 

"Ketiga, penyaluran program tambahan
selain program reguler seperti Bantuan
Beras dan BLT El-Nino yang dapat men-
jadi upaya khusus untuk mempercepat
penurunan kemiskinan," instruksinya. 

Selain ketiga strategi tersebut, Wapres
mengarahkan kementerian/lembaga ter-
kait dan Pemerintah Daerah agar
memastikan ketepatan jumlah dan waktu
penyaluran program, serta mengede-
pankan kelompok rentan seperti lansia
tunggal, penyandang disabilitas, pekerja
migran, dan perempuan kepala keluarga. 

"Untuk itu, kementerian/lembaga dan
Pemerintah Daerah juga lebih memper-
erat kembali koordinasi antarlembaga un-
tuk memastikan komplementaritas pro-
gram, serta memastikan adanya skema
afirmasi agar mengedepankan kelompok
perempuan dan pemuda yang belum ma-
suk ke pasar tenaga kerja dapat mengak-
ses lapangan kerja," tuturnya.            (Ati)-f

Sultan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sambungan hal 1

tanam tahun lalu mundur. Dari yang

harusnya panen besar terjadi pada Maret

besok, tapi saat ini hanya panen kecil.

Adanya peralihan musim dan kondisi cua-

ca yang tidak menentu turut menjadi sa-

lah satu faktor penyebabnya," ungkapnya.

Sultan menambahkan, menyikapi kon-

disi tersebut, Pemda DIY akan memas-

tikan ketersediaan stok di pasaran tetap

stabil. Dengan begitu fluktuasi harga di-

harapkan tidak terlalu memberatkan ma-

syarakat. Selain itu pasokan komoditas

bahan pokok ke wilayah setempat juga

harus dipastikan terjaga agar tidak ber-

pengaruh terhadap inflasi dan daya beli

masyarakat. 

"Dalam kondisi sekarang yang terpent-

ing bagaimana menjaga stabilitas itu bisa

dilakukan. Artinya pasokan itu harus jelas.

Kalau tidak nanti inflasi, akan terjadi fluk-

tuatif makin tinggi bukan makin turun,"

tandasnya.                                         (Ria)-f

KR-Antara/Hendra Nurdiyansyah

TARGET TOL YOGYA-SOLO: Pekerja meratakan tanah di proyek pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo di Kalasan,

Sleman, Kamis (22/2/2024). Pembangunan Jalan Tol Yogya-Solo ditargetkan akan tersambung dengan Tol Yogya-

Bawen pada akhir tahun 2024. 


